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BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak

sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang

dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian diperjelas dengan Pasal 8

huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku

dilarang kawin”.

2. Komplasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan

mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim

secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan

karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam”
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dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

3. Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Oleh karena

itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang

disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan

Agama.

4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, bahwa perkawinan yang terjadi di

antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam

penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a

ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh

Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda

agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang

memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara

dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan

tentang hal tersebut;

5. Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang

Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surabaya yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, yang amar pokoknya memberikan ijin kepada Para

Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat
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Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maka

Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dapat

melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut

kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan

segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

6. Bahwa perkawinan beda agama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby hanya dicatatkan pada Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menurut salah satu

agama yang dianut oleh pasangan kawin beda agama tersebut.
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